
50 

 

  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perjanjian sewa beli motor di PT. FIF Cabang Bima dilakukan melalui 

beberapa tahap diantaranya tahappra-kontraktual, kontraktual dan pasca-

kontraktual: pada tahappra-kontraktual konsumen memilih unit kendaraan 

sepeda motor yang dibutuhkan, serta mengisi formulir permohonan 

pengajuan dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Setelah itu 

Perusahaan Pembiayaan akan menganalisis kelayakan permohonan kredit 

untuk memutuskan dalam memberikan fasilitas kredit. Tahap selanjutnya 

adalah kontraktual, dimana pada tahap ini konsumen dan perusahaan akan 

menandatangi kontrak yang berisi hak dan kewajiban para pihak. 

Selanjutnya kontrak pengajuan pembelian sepeda motor akan 

ditandatangani oleh perusahaan pembiayaan dan supplier peralatan sebagai 

bukti bahwa perusahaan menyetujui pembiayaan tersebut. Tahap 

selanjutnya adalah post kontaktual, dimana Supplier akan mengirimkan 

sepeda motor tersebut kekonsumen. Dan Konsumen membayar angsuran 

kepada perusahaan pembiyaan secara periodic sesuai dengan jadwal 

pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak pembiayaan. 

2. Proses penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan 

perjanjian sewa beli motor di PT. FIF Cabang Bima. Apabila debitur 
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dinyatakan wanprestasi maka perusahaan akan proses pengelolaan (account 

receivable) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang 

mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari konsumen dengan 

melayangkan somasi atau mengirimkan petugas penagihan kerumah 

konsumen. Apabila konsumen tidak dapat ditagih kewajibannya, maka 

petugas akan melakukan tindakan pengamanan obyek jaminan untuk 

selanjutnya pihak konsumen dapat menyelesaikan kewajibannya di 

perusahaan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukkan. 

Namun Apabila konsumen tidak menyelesaikan kewajibannya maka, 

sepeda motor yang menjadi obyek jaminan akan dilakukan proses 

pelelangan oleh perusahaan yang selanjutnya hasil dari proses penjualan 

atau pelelangan tersebut akan dikonpensasikan kekewajiban debitur 

terhadap perusahaan. Dalam pelaksanaanya apabila terjadi sengketa akan 

diselesaikan sesuai dengan klausula perjanjian yang sudah disepakati yaitu 

secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak atau di Pengadilan 

Negeri. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun saran atau rekomendasi dalam 

tulisan ini antara lain: 

1. Butuhnya peningkatan pemahaman terlebih dahulu bagi para pihak yang 

bernegosiasi atau menandatangani perjanjian/kontrak mengenai dasar-

dasar Suatu perjanjian, khususnya tentang aturan-aturan yang berlaku 

sebelum mengadakan suatu kontrak untuk menghindari hal-hal yang tidak 
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diinginkan dan terlaksananya tujuan dari kontrak atau kontrak tersebut. 

Para pihak harus membaca dan memahami sekurang-kurangnya perjanjian 

yang harus ditandatangani tersebut agar jelas hak dan kewajiban kedua 

belah pihak yang terikat dalam perjanjian/kontrak tersebut. Hal ini 

umumnya ditunjukkan kepada beberapa pihak yang memiliki posisi lemah 

dalam proses kesepakatan. 

2. Peneliti menyarankan agar PT. Federal Internasional Finance 

(FIFGROUP) Cabang Bima lebih baik untuk merespon dalam menghadapi 

wanprestasi atau tunggakan pembayaran yang mengakibatkan pelaksanaan 

proses penjaminan fidusia dengan mendengarkan dan memahami situasi 

keuangan konsumen dan PT. Cabang Bima dapat menawarkan solusi agar 

nasabah dapat melanjutkan kreditnya. 

 

. 
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